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EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—

Pengaditan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili

ara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara:

. ur 21 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan lbu rumah tfangga, tempat tinggal

| .|

- | I Kabupaten  Paser,

| selanjutnya disebut Penggugat.

@ mefawan

I 1w 3 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [

I (<cbupaten Paser,

selanjutnya disebut Tergugat.

e

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa atat-alat bukti.
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dafam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017,
- yvang terdaftar d Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan
Nomor OM1/Pd.G/2017/PA.Tgl. tertanggal 18 Januari 2017, yang
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret
2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Kutai Kartaneg, sesuai dengan

tipan Akta Nikah Nomor 0145/41/111/2016 tertanggal 30 Maret 2016;

ahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

idup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di

rumah sendiri di Desa Senaken, Tanah Grogot, sefama 2 bulan;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai satu orang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, akan tetapi sejaek April 2016 rumah tangga Penggugat dan

O Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
3 dan fidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang
’ disebabkan Tergugat marah jikka Penggugat pulang ke rumah orangtua
. Penggugat,
. 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
@ Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, yang disebabkan alasan yang sama
dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telash berpisah tinggal
bersama dan Penggugat memilih tinggal & rumah orangtua Penggugat, dan
selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun
¥ batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
O mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah
perceraian;

. 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dali-dalit di atas, pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanah Grogot cqg maijelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
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&

2) Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (I
[ T g —
I

3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sesual dengan ketentuan yang berlaku,

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adiinya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadr d
persidangan, sedangkan Tergugat fidak pernah hadir tanpa alasan yang sah,
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya,
meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak
dua Kkis panggilan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran
Tergugat namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan menasihati
Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasit dan
Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dianjutkan dalam sidang
fertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dall gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten
Paser, Nomor 0145/41/1112016 tertanggal 30 Maret 2016, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempe!
pos kemudian ofeh hakim ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga
mengajukan dua crang saksi yang memberi kesaksian di bawsh sumpah
masing-masing:

Seksi |, I . 47 tahun, yang
pada pokocknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa saksi adafah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami

Penggugat;
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hwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
rmanis, namun sekarang sudah tidak lagi;
hwa di antara ketidakharmonisan d atas -adalah sekarang Penggugat

an Tergugat sudah tidak satu rumah terhitung selama sembilan bulan

- bahwa saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan Tergugat

lamanya sejak bulan Mei 2016;

biasa bertengkar, bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul

Penggugat dan anaknya;
7 - bahwa d antara faktor penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Q Tergugat adalah Tergugat marah terhadap Penggugat bilamana pulang

&y

ke rumah orangtua karena sedang mengidam,
- ba wa keluarga pemsh berupaya merukunkan Penggugat dengan

- T : o Sl .
. Saksi II;F umur 37 tahun, yang pada

=4 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami

Penggugat;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
F karena sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dalam sembilan
bulan terakhir sejak bulan Mei 2016;
O - bahwa ihwal dan penyebab berpisahnya rumah antara Penggugat dan

Tergugat adalah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
bilamana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa saksi biasa menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugal pernah dirukunkan oleh Keluarga
. namun tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat, serta mahan putusar;
Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan inj;
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: D \ PERTIMBANGAN HUKUM
A Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

i tersebut di atas,
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir d persidangan dan

kw ﬁ pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan
\wﬂ elaas) Tergugat telah dipanggil secara fesmi dan patut sebanyak dua
panggilan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
halangan yang sah

Menimbang, bahwa majelis hakim pada sefiap kali persidangan telah

Q berusaha mendamaikan dengan menasibati Penggugat untuk fukun dengan

L4

Tefgugat dan befsabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia
dan harmonis akan tetapi tidak befhasil maka tefpenuhifah Pasal 33 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pefkawinan jis
Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
5 Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
indonesia Namor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomoar 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompitasi Hukum
Islam serta Pasal 154 RBg;
P Menimbang, bahwa befhubung pihak Tergugat tidak pefnah hadir d
persidangan, maka upaya pefdamaian melalui pfosedur mediasi tidak dapat
O dijalankan sehagaimana maksud Pasal 2 Pefaturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Mediasi:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pefkara, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-
dalil pada surat gugatan Penggugat:

. Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok
. gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan sejak bulan Aprii 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat mafah jika Penggugat pulang ke rumah orangtua
Penggugat. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian
dengan Tefgugat kafena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan
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LY

4

berpisah kediaman sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang tanpa ada
gan lagi baik lahir maupun batir;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat
gap Tergugat telah mengakui semua dall yang dikemukakan oleh

u \<
v
Nowe«Bénggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani
pembuktian, merujuk kepada Buku I Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradifan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum
Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dali! gugatannya Penggugat
mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh
Penggugat telah diberi meteral cukup serta telah di-nazegefen di kantor pos,
hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huuf a dan ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo. Pasal
1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik indonesia
Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P. adalah alat
bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat
yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide
Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan
demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum peoin 1 gugatan
Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat d Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak
termasuk orang vang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang
diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,
didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan
dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi
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| dan materil sebagai saksi. Dengan demikian kelerangan keduanya
takan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat
Wt fiffertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal
NP 172, 175, 308 dan 309 R Bg:
Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat
menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yahg sah
kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama

Q sembilan bulan terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara

7]

keduanya sebagaimana layaknya suami istri Adapun ihwal dan penyebab
perselisinan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi
Y menerangkan Tergugat tidak suka bilamana Penggugat pulang ke rumah
orangtuanya, Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke
3 pengadiian, para keluarga telah mendamaikan/mencoba untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka
selelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai

2 berikut:
» Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara agama
O dan negara pada 28 Maret 2016;
» Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama sembilan
bulan terakhir hingga sekarang karena terjadi pertengkaran;
o Di antara penyebab perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat tidak suka bilamana Penggugat pulang ke
g rumah orangtuanya;

» Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
* Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga ataupun majelis
hakim untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dari fakla-fakta tersebut di atas telah nyata
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama sembilan
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@\lm terakhir karena telah terjadi perselishan atau pertengkaran. Sehingga
ﬂ., _51‘ fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat
i Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan

iira keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (ranjang), dan hal ini sesuai

ngan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republk Indonesia Nomor
237TKIAGHS98 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum ‘bahwa
sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah, dan
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lainnya, dipandang sebagai sualu fakia yang telah mencukupi dan sesuaj

O dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, kalaulah

hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun,

&)

tentunya sebagai suami istn antara Penggugat dan Tergugat fidak akan
berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama padahal kedua-duanya

= masih berdomisili di kelurahan dan kecamatan yang sama;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut
d atas, terfhat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta
lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan ranjang yang
3 jelas merupakan akibat dan perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan

berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisinan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus
hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat

tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa kaidafi hukum menyebutkan “dalam hal percerajan
- tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.
Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak”. {vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal

18-6-1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera
akan terwujud jka antara suami istri saling peduli mencintai dan menyayangi
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ama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa pedudli, cinta
zkasin sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah
2 antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan
gbggaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut d atas dan juga
dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga
dengan akhir proses persidangan, tidak temyata telah terjadi perubahan sikap
dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami jstri yang
harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga

&

Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud jpasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nemer 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap
2 berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak bak bag kedua
belah pihak;
Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji {abghadui halaf), namun
% demikian dalam hat sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan
lagi keutuhannya karena telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila terjadi persefisihan antara suami-istari kemudian berakibat berpisahnya
y tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan
lzhir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan
telah lepas sama selkis, sehingga sudah tidak ada lagi kecocckan dan
kesamaan kehandak d antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sadamikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
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. //‘\ rang ni dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan :

rat tanpa maslahat;
Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah
ada kemaslahatan d dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi
tara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih
bak, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang
dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya
Al-Badg'i al-Shana'i Fr Tartib al-Syardi jilid Il halaman 112:
i Y @AY LS die p Lagd S GRS o ey 3 Y Aabiadll KA W b 33D S )
O Aalaa IS0
F Artinya: "Disyariakannya talak/perceraian adalah demj kemasiahatan.
Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam
perbedaan #fu tidak terdapal lagi kerukunan dalam berumahtangga,
maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebaga sebuah
= kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa membiarkan istri selama berbulan-bulan (sembilan
bulan); tidak memberikan nafkah kepadanya dan tidak mempedulkannya tanpa
alasan syari adalah perbuatan tidak terpuji, dan berdasarkan fakta tersebut,
maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn
Umar ibn Ali Nawawi, dalam kitab Nihayah af-Zain Pasal Thalag, yang diambil
O alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :
3ale Jaiad Y Tade lgadl Joany olilaisde ko suay Y iny @hal At 30 gatdliag

Artinya: *Dan df antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang

>

dischabkan isteri atau suamj mempunyai sifat-sifat yang ficlak ferpufi
sehingga menurut nifai-nifai tradisi yang berkembang salah satu d antara
- suami atay isteri tidak mampu lagi umtuk melangsungkan kshidupan
rumah tangganya
Menimbang, bahwa terkait pertimbangan d atas, majelis hakim periu
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam
bukunya Maday Humiyah al-Zaujayn A al-Thalaq F al-Syari'ah al-Islamiyyah,
halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:
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A

foni Sun g lin W g bl adly 3ty g g 5 UM Blad Gtz e (PN Sl SNt A

Al

inya : ‘Islam memberikan solusi falak/cerai kefika rumah langga

udah dianggap goncang serta dianggap sudah fidak bermanfaat lagi

nasitet/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi fanpa ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suamyj isleri dengan penderitaan yang berkepanjangan, Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilar.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan
persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama
dengan Tergugat dalam suatu katan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh
Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan uniuk
mempertaharkan rumah tangganya dengan Tergugat Afas dasar tersebut,
Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat
dan  Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan
kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pemyataan bnu Sina
yang dikutip oleh Sayyid Sabig dalam karyanya Figh Al- Sunnah Juz |l halaman
244 yang diambil allh menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini
berbunyi sebagai berikut:

Ll Cuantiy (AT ) sy 58 o) Legiy gl gt LIS

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk

tetap kumpul kembati dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya

akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga
kehidupan rumah tangganya akan berubah menjadi suram’;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44K/AG/1998 fanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu
kaidah hukum yang berbunyi “babwa bifamana antara suami istri lelah lerbukti
dalam pemeriksaan o Pengadifan Agama lenfang adanya perselisihan dan
didukung oleh fakta figak berhasiinya mayjelis hakim merukunkan kembali para
pihak yang bersengkela sebagai suami istri maka sesual dengan kelentuan
Pasal 19 Hurdf (f) Peraluran Permerintah Nomor 9 Tahtn 1975 jo. Pasal 39 Ayat
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Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan

\ g tidak disukai olen Allah (abghadu! halaf), namun demikian jika hubungan

k L)ﬁ',pyn.rami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit uniuk dirukunkan kembali
maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-bak (ihsan);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan
sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam
pasal 19 huruf {f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor £ tahun

O 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis

F Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

* Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum

A

pemah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2} hunuf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak
yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir

al

d persidangan tanpa alasan yang ssh dan tidak pula menyuruh orang lain
O untuk menghadap sebagai wakinya, meskipun Pengadilan telah memangginya
secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg,;
Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syari (hadis) dalam
Kitab Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid IIf
, halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :
A3 Al g cany o8 Gpalisa Pl o (s I 23000
Artinya: “Barang sigpa yang sudah dipanggil ofeh Hakim untuk
menghadap d persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi
panggilan jtu, maka dia dianggap mangkir dan gugurfah haknya”,
Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus
karena perceraian dan pemah dukhai, maka bagi Penggugat berlaku masa idah
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A

o

&W‘;\%irdmarkm maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah
A e ublik Indonesia Nomor @ Taghun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf (b)

mpitasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kkis suci atau
rang-kurangnya 90 hart,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2}
p/:lI_lnclang-Undesnng Republik Indonesia Nomeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat Kediaman
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraiannya dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai

dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggi! secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat NG
B terhadap Pengougat (I
I

4. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Tanah Grogot untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
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Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Jumadiawal 1438 Hijriyah, oleh Adi Martha
Putera, SH.l. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.I.
dan Erik Aswandi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

¥l tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri cleh

) Hakim-Hakim Anggota dan Dra, Nuhare sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

<

K4

. Panitera Penggant,
|
‘ Dra. Nuhare
| Perincian Biaya
1. Pendaftaran :  Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
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. Rp. 300.000,-
. Rp 6.000,-
. Rp. 5.000,=
. Rp 391000,- {tiga ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah).

%
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